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KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 27/Kpts/KPU-Kab-016.433795/2014

TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TABANAN DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

Menimbang

Mengingat

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

a.

bahwa ketentuan Pasal 45 Ayat (3) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang
Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi,
Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan : Penetapan
Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih
sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan: Nomor
17/BA/V/2014 tanggal 11 Mei 2014 tentang
Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik
serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan dalam
Pemilihan Umum Tahun 2014.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan tentang Penetapan Perolehan
Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tabanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
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Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5316);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
terakhir dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun
2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014,
sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1287)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun
2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemunggutan
Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1607).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun
2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum,
Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian
Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1609), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 379).

MEMUTUSKAN:

Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan
Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tabanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon
Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tabanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
sebagaimana dimaksud pada diktum  KESATU
sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Pleno
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor :
17/BA/V/2014 tanggal 11 Mei 2014 tentang Penetapan
Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan
Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tabanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014,
terlampir,

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;

2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;

3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Tabanan, di Tabanan;

4. Ketua Partai Politik peserta Pemilihan Umum di Kabupaten
Tabanan Tahun 2014, di Tabanan;

5. Arsip.



